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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang  memeriksa dan  mengadili perkara-

perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan

putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara; 

XXXXXX,  lahir  tanggal   29  September  1979,  agama Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan Buruh,  tempat kediaman di Dusun XXXXXX,

Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; Sebagai

Pemohon; 

Melawan

XXXXXX,  lahir  tanggal   2  Agustus  1986,  agama  Islam,  pendidikan  SD,

pekerjaan  -,   tempat  kediaman  di Dusun  XXXXXX,

Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang; sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

Telah mendengar pihak berperkara, saksi-saksi dan memeriksa bukti-bukti; 

DUDUK PERKARA

     Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak tertanggal 11

Februari 2020  yang  telah  didaftar  dalam  register  perkara  nomor:

343/Pdt.G/2020/PA.Mkd,  tanggal  13  Februari 2020,  mengemukakan  hal-hal

sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 343/Pdt.G/2020/PA.Mkd
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1. Bahwa  Pemohon  telah  melangsungkan  perkawinannya  dengan

Termohon pada tanggal 30 September 2016 di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang

sebagaimana terbukti dalam  Kutipan Akta Nikah nomor : 0313/079/IX/2016

yang dikeluarkan KUA Kecamatan Bandongan  tertanggal  30 September

2016.

2. Bahwa setelah  pelaksanaan  perkawinan  antara  Pemohon dengan

Termohon  sudah  hidup  bersama  di  rumah  orang  tua  Pemohon  lalu

Pemohon dan Termohon pisah ranjang hingga saat  ini  sudah selama 5

bulan.

3. Bahwa  dalam  perkawinan  tersebut  antara  Pemohon  dengan

Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (badha dhukul)

dan belum dikaruniai anak.

4. Bahwa  sejak  awal  tahun  2018  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon sudah mulai  goyah karena terus  menerus terjadi  perselisihan

dan percekcokan.

5. Bahwa perselisihan juga disebabkan karena

-    Termohon berani pada Pemohon dan sering bicara yang melukai hati

Pemohon;

-    Termohon sulit dinasehati dan jika dinasehati membantah;

-    Antara  Pemohon  dan  Termohon  sampai  saat  ini  belum  mempunyai

keturunan;

-    Termohon sulit diajak musyawarah

6. Bahwa  masalah  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tersebut

sudah sedemikian rumitnya karena Pemohon sudah berkali-kali mengajak
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Termohon  berubah  namun  Termohon  tidak  bersedia  sehingga  saat  ini

Pemohon dan termohon telah pisah ranjang sudah selama 5 bulan.

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah

dirukunkan keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya.

8. Bahwa  ikatan  perkawinan  antara  Pemohon  dan  Termohon

sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk

rumah  tangga  yang  sakinah,  mawadah,  warohmah  sehingga  lebih  baik

diputus karena perceraian.

9. Bahwa  berdasarkan  hal-hal  tersebut  diatas  gugatan  perceraian

Penggugat  terhadap  Tergugat  atas  dasar  perselisihan yang  terjadi  terus

menerus dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang

selama 5 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan

perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah

No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mohon untuk

dikabulkan.

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas  menyebabkan hancurnya

rumah tangga  Pemohon dan  Termohon,  maka  tidak  ada  jalan  lain  bagi

Pemohon dan Termohon kecuali perceraian.

11.  Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

    Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon Yth. Ketua Pengadilan

Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima

dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan

sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
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2. Memberi ijin kepada Pemohon  (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i  terhadap  Termohon  (XXXXXX) di  hadapan  sidang  Pengadilan

Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

      Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

       Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan

Termohon masing-masing telah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar

membina  rumah tangga  yang  baik,  rukun  dan  damai,   majelis  Hakim telah

memberi  kesempatan  kedua  belah  pihak  untuk  upaya  perdamaian  melalui

mediasi dengan mediator  Drs. H. Ayip, M.H. Wakil Ketua Pengadilan Agama

Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan

dengan  pembacaan  surat  Permohonan  dalam  sidang  tertutup  untuk  umum

dimana isinya tetap dipertahankan oleh  Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap membernarkan seluruh dalil

permohonan Pemohon;

    Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  Permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti tertulis terdiri dari :

1. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  Pemohon  yang  aslinya

dikeluarkan  oleh  Dinas  Kependudukan  dan  Pencatatan  Sipil  Kabupaten

Magelang NIK 3308152607810001. Tanggal  21-09-2012. ( bukti P.1);
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2. Fotokopi  Buku Kutipan  Akta  Nikah  dari  KUA  Kecamatan  Candimulyo,

Kabupaten  Magelang, Nomor  0313/079/IX/2016.  Tanggal  30  September

2016. yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

     Bahwa disamping bukti  tertulis  Pemohon mengajukan saksi-saksi  yang

memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu :

1. Armudi   bin  Ismai, umur  47   tahun,  agama  Islam,  pekerjaan

Swasta, tempat  tinggal  di Dusun  XXXXXX,  Kecamatan  Candimulyo,

Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan  keterangan

sebagai berikut :

 Bahwa saksi  kenal dengan Pemohon sdan Termohon karena saksi

adalah tetangga Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  suami  isteri  yang  menikah

September 2016, mereka terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon;

 Bahwa saksi mengetahui,  Pemohon dan Termohon suami isteri yang

belum dikaruniai anak;

 Bahwa saksi  mengetahui,  rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak hamonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran;

 Bahwa Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima) bulan yang lalu telah

berpisah, Termohon dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;

2. Damzali  bin  Rahmat  Soleh, umur  65  tahun,  agama  Islam,

pekerjaan Petani, tempat  tinggal  di Dusun  XXXXXX,  Kecamatan

Candimulyo, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan sebagai berikut :
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 Bahwa saksi  kenal  dengan Pemohon dan Termohon karena saksi

adalah ayah klandung Termohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon  suami isteri yang  tinggal di  rumah

orang tua Pemohon;

 Bahwa saksi mengetahui,  Pemohon dan Termohon suami isteri yang

belum dikaruniai anak;

 Bahwa saksi  mengetahui,  rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak hamonis karena antara Pemohon dengan Termohon sering

terjadi perselisihan namun penyebabnya saksi tidak mengetahui;

 Bahwa saksi  mengetahui   Pemohon dan Termohon sejak 5 (lima)

buan yang lalu, Termohon oleh Pemohon dipasrahkan kepada saksi;

 Bahwa  saksi,  selaku  pihak  keluarga  sudah pernah  menasehati

Pemohon  agar  hidup  rukun  lagi  dengan  Termohon  namun  tidak

berhasil;

     Bahwa atas keterangan saksi dari Pemohon, Termohon tidak dapat diminta

tanggapoannya karena Termohon tidak hadir lagi dalam persidangan; 

Bahwa  atas  keterangan  saksi  tersebut  Pemohon  menyatakan  bahwa

keterangan saksi-saksi telah cukup;

     Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang  pada

pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

 Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini  Majelis

Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini

yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  Permohonan  Pemohon  dan

jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan

Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, begitu pula

perdamaian melalui  Mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 tahun

2016  Tentang  Tata   Cara  dan  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan   telah

dilaksanakan oleh Mediator namun uapaya mendamaikan juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah Cerai Talak dan termasuk dalam

bidang  perkawinan  sebagaimana  ketentuan  pasal  49  ayat  (1)  huruf  a  dan

penjelasannya pada pasal 49 ayat (2) angka 8  Undang-undang Nomor 7 tahun

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana  telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  maka  termasuk  kompetensi  absolute  Pengadilan

Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon ternyata terbukti

Termohon bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Magelang dan berdasarkan

ketentuan pasal  66 ayat  (2)  Undang Undang Nomor  7 tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana  telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

2009 maka perkara ini menjadi kompetensi relative Pengadilan Agama Mungkid

untuk memeriksa dan mengadilinya; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.2  maka  terbukti  pula  bahwa

Pemohon  dan  Termohon  telah  terikat  dalam  pernikahan  yang  sah,  oleh

karenanya Pemohon mempunyai kedudukan hukum (  legal standing ) untuk

mengajukan Permohonan perceraian terhadap Termohon;
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Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon yang tercantum dalam

surat Permohonannya dan penjelasannya dalam persidangan pada pokoknya

mahon agar Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon

sebab  rumah  tangga  sudah  tidak  harmonis,  Pemohon  dan  Termohon  telah

hidup berpisah tempat tinggal sejak 5 (lima) bulan;

Menimbang,  bahwa  alasan  (perceraian)  tersebut  telah  ternyata  sesuai

dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989  Tentang Peradilan Agama sebagaimana  telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang  Nomor  50  tahun  2009  jo  pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 tahun 1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga

dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut; 

Menimbang,  meskipun yang menjadi alasan perceraian  telah diakui oleh

Termohon namun Pemohon tetap dibebani bukti dan telah menghadirkan saksi-

saksinya dan para  saksi  tersebut  telah  membenarkan antara  Pemohon dan

Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  telah  berpisah

tempat  tinggal  dan  selama  berpisah  tempat  tinggal  antara  Pemohon  dan

termohon tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon serta keterangan

para saksi, pada dasarnya telah terbukti adanya perselisihan dan terbukti pula

telah hidup terpisah berarti apa yang menjadi alasan permohonan  Cerai Talak

Pemohon telah terbukti;      

Menimbang,  bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan

keterangan para saksi  tersebut  maka Majelis  hakim telah menemukan fakta

hukum sebagai berikut :
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- Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sebagai  suami  istri  yang  sah,

menikah pada tanggal 30 September 2016, semula hidup rukun  di rumah

Pemohon,  Mereka suami isteri yang belum dikaruniai anak;

- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis

dan sering terjadi perselisihan dan keduanya terjadi pisah rumah;

- Bahwa  keluarga  atau  orang  dekat  dari  Termohon  telah  didengar

keteranganya dan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon

namun tidak berhasil dan keluarga atau orang dekat dari Termohon dalam

persidangan telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon

dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  dari  fakta  fakta  hukum  tersebut,  Majelis  hakim

berksimpulan  Pemohon  dapat  membuktikan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon telah pecah dan retak (  brokken mareage)  sedemikian rupa dan

sulit untuk didamaikan lagi, tanpa mempersoalkan siapa yang dominan sebagai

penyebab terjadinya perselisihan, tetapi sudah sulit untuk didamaian, sehingga

keutuhan rumah tangga sudah tidak mungkin untuk dilanjutkan; masing-masing

sudah tidak lagi  memenuhi  hak dan kewajibannya sebagai suami-istri,  maka

jalan yang terbaik diputuskan ikatan perkawinannya dengan memberikan ijin

Pemohon untuk ikrar menjatukan talak kepada Termohon;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah

SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 227 yang artinya  Dan apabila mereka telah

(berazam) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi

Maha Mengetahui ";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas,

maka telah terbukti permohonan cerai talak Pemohon beralasan hukum, sesuai
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dengan  ketentuan  pasal  39  ayat  (2)  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974

Tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975, jis Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi

Hukum  Islam,  maka  Majelis  dapat  memberi  ijin  kepada  Pemohon  untuk

menjatuhkan  talak  terhadap  Termohon  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Mungkid, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  di

atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan

Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba’daddukhul, maka Majelis

Hakim Pengadilan  Agama  Mungkid berpendapat,  sesuai  maksud  Pasal  118

Kompilasi  Hukum  Islam,  talak  yang  akan  dijatuhkan  Pemohon  terhadap

Termohon adalah talak satu (raj’i);

        Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat  putusnya

perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi  nafkah,  maskan

dan  kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah

dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas

istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan

tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah

iddah dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

       Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dinyatakan nusyuz maka

oleh karena itu  Pemohon wajar jika  dibebani untuk memberi  nafkah, maskan

dan kiswah selama masa iddah kepada  Termohon sesuai dengan  kewajaran

yaitu  Pemohon  yang  bekerja  sebagai  buruh  tani  dan  juga  mengolah  tanah
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bengkok  desa  maka  Pemohon  dibebani  untuk   memberi  nafkah  selama

Termohon menjalani  masa  berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta

lima ratus ribu rupiah);

        Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, mut’ah

wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b)

Kompilasi  Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak,

maka  bekas  suami  wajib  memberikan  mut’ah  yang  layak  kepada  bekas

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri  qobla al dukhul,

sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

         Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah

SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut:  kepada

wanita-wanita  yang  diceraikan  (hendaklah  diberikan  oleh  suaminya)  mut’ah

menurut yang ma’ruf sebagai suatui kewajiban bagi orang-orang yang taqwa”; 

      Menimbang, bahwa berdasarkan  ketentuan di atas serta dihubungkan

dengan bukti dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan,  dan

faktanya  Termohon sudah mandampingi dan berbakti kepada  Pemohon sejak

menikah  tanggal  tanggal  30  September  2016  dan  rumah  tangga  rukun

harmonis  sampai   September  2019,  maka  Pemohon patut  dibebani untuk

memberi  mut’ah kepada  Termohon  berupa  uang  sejumlah  Rp2.000.000,00

( dua juta rupiah);

           Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili  Perkara Perempuan Berhadapan

dengan Hukum,  yang  dijabarkan dalam Surat  Edaran  Mahkamah Agung RI

Nomor  1  Tahun  2017  Tentang  Pemberlakuan  Rumusan  Hasil  Rapat  Pleno

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di
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Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak

perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian

dapat  dicantumkan  dalam  amar  putusan  dengan  kalimat  dibayar  sebelum

pengucapan ikrar talak di depan persidangan. Oleh karena itu, demi keadilan

dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya,

maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada

Termohon  secara  langsung  dan  tunai pada  saat  pengucapan  ikrar  talak

dilaksanakan berupa mut’ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam

amar putusan;

       Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai

pasal 89 ayat (1) No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50  tahun  2009  tetang  Peradilan  Agama,  maka  seluruh  biaya  perkara

dibebankan  kepada  Pemohon  sejumlah  sebagaimana  tersebut  dalam  amar

putusan ini;

  Mengingat,  segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak

satu  raj’i terhadap  Termohon  (  XXXXXX)  di  depan  sidang  Pengadilan

Agama Mungkid;

3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon :

3.1 Nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah sejumlah

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
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3.2 Mut’ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta

rupiah);

Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar

talak dilaksanakan;

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian  diputuskan  dalam  sidang permusyawaratan  Majelis  Hakim

Pengadilan Agama Mungkid  yang dilangsungkan pada hari  Senin tanggal  23

Maret 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal  28 Rajab 1441  Hijriyah oleh

kami  Drs.  H.  Sahidin  Mustafa,  S.H.,  M.H. sebagai  Ketua  Majelis,  H.

Masrukhin,  S.H.,  M.Ag serta  Rajiman, S.H.I.,  M.H.  masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Yuli Astanto WH, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,
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  YULI ASTANTO WH, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :
1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Biaya

Pemanggilan

4. PNBP Panggilan

: Rp

Rp

405.000,00

20.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
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